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Nama  : Muh. Nabhan 
Nim  : 10400115075 
Judul              : Peran Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam    
Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran laboratorium 
forensik dalam mengungkapkan kejahatan pemalsuan surat di mana tindakan 
pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem 
ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-
olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. 
Jenis penelitian yang digunakana adalah field research dan library 
research. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada 
Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kaitannya peran 
laboratorium forensikdalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat 
sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP. Penulis dalam melakukan 
penelitian menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang ditujukan 
pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan 
pustakaan. Juga Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk 
menelaah undang-undang yang terkait dengan pembahasan. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses penelitian dan Pemeriksaan 
Surat Palsu yang dilakukan Laboratorium Forensik Ilmu forensik adalah sebuah 
penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin 
terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem 
hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang 
bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai 
kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya 
mayat, bangkai, dan sebagainya). bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik 
mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan 
pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh 
teori-teori dan metode- metode. 











A. Latar Belakang 
Seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga 
mempengaruhi dengan munculnya berbagai kejahatan yang semakin bertambah 
dan juga bervariasi. Tentu saja hal ini membuat masyarakat semakin resah dengan 
timbulnya berbagai jenis kejahatan ini dan mengharapkan hukum sebagai alat 
untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan ini. 
Hukum sebagai acuan untuk memberikan kepastian dalam hidup. 
Layaknya sejenis alat, hukum sangat diperlukan apabila timbul kebutuhan atau 
situasi sangat mendesak di dalam masyarakat. Acuan tersebut sampai sekarang 
telah menjadi pembicaraan untuk memastikan kepastian hukum. Penegakan 
hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata tertib, ketentraman 
dan keamanan di dalam masyarakat, baik dalam upaya mencegah atau 
memberantas ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau 
dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Jika Undang-
Undang dijadikan sebagai dasar hukum bagi gerak langkah-langkah dan tindakan 
dari para penegak hukum itu harus sesuai dengan upaya penegakan hukum akan 
lebih mencapai target yang dimaksud. Proses penegakan hukum salah satunya 
dilakukan dengan cara pembuatan peraturan perundangan yang mengatur tentang 
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penegakan hukum serta perlu adanya elemen pendukung penegakan hukum yaitu 
aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim.
1
 
Ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui terjadinya atau tidak 
terjadinya suatu kejahatan dengan mencari (menyelidiki) pelaku dengan 
menggunakan ilmu forensik berupa ,ilmu jiwa, ilmu alam, ilmu racun, ilmu kimia 
dan ilmu forensik lainnya. Dalam perkara pidana, ilmu kriminalistik sangat 
dibutuhkan dalam mengungkap sebuah tindak pidana misalnya pada pemalsuan 
surat. 
Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari polisi, serta 
lembaga-lembaga lain sebagai penyidik baik di Indonesia ataupun di negara lain. 
Selain itu juga untuk mengungkap kejahatan, seorang penyidik harus tahu di mana 
dan bagaimana ia memulai kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu 
mengungkap kejahatan.  
Tindakan pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya 
mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak 
dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang 
sebenarnya. Sebagaimana surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak 
benar atau tidak semestinya. Sedangkan pengertian tindak pidana pemalsuan surat 
adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli, 
sehingga isinya menjadi berbeda dengan aslinya.  
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Sedangkan dalam Al-Qur‟an Q.S Fatir/35:5 telah diterangkan bahwa: 
                                
    
Terjemahannya: 
5. Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali 
janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali 





Allah secara tegas menyatakan bahwa janji tentang kiamat, pahala dan 
siksa adalah benar adanya. Karenanya, manusia tidak boleh terlena dan terpedaya 
oleh kehidupan dunia seperti kekayaan dan kekuasaan memperdayakan kamu 
sehingga kamu bahkan tidak sama sekali menyiapkan diri untuk kehidupan 
akhirat. Dan janganlah setan yang pandai menipu dapat memperdayakan kamu 
tentang Allah dan ajaran agama-Nya. Sungguh setan itu musuh yang nyata dan 
abadi bagimu, maka perlakukan ia sebagai musuh. Jangan kamu ikuti ajaran dan 
rayuan dan tipu dayanya, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak 
golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Salah 
satu cara setan memperdaya manusia adalah menganggap kecil perbuatan-
perbuatan dosa seperti menipu sesame saudara muslim, karena Allah maha 
pengampun. 
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Allah swt berfirman dalam QS. Al-An‟am/6:123. 
                                 
            
Terjemahannya: 
 
123.Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat 
yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. dan 





Orang-orang yang kebingungan dalam kegelapan dan buta di dalam 
kebatilan serta yang berada di dalam keadaan bimbang tidaklah sama. Diantara 
mereka adalah pemimpin, para kepala figure publik, serta ada pula pengikut yang 
dipimpin, yang pertamalah yang beruntung mendapatkan keadaan paling sengsara. 
Oleh karena itu Allah berfirman, “dan demikian lah kami adakanpadatiap-tiap 
negeri penjahat-penjahat yang besar”. Maksudnya, para pemimpin di mana 
kejahatannya besar dan pembangkangannya sangat parah. “agar mereka 
melakukan tipu daya dalam negeri itu” dengan tipuan dan seruan ke jalan setan, 
memusuhi para Rasul dan pengikutnya dengan ucapan dan perbuatan. Hanya saja 
tipu daya dan makar mereka justru kembali kepada diri mereka sendiri karena 
membuat makar sementara Allah juga membuat makar dan Dia adalah sebaik-baik 
pembuat makar.   
Seperti contoh kasus yang terjadi di kota Makassar, dua orang tersangka 
kasus pemalsuan sertifikat tanah, Panca Trisna dan pensiunan pegawai BPN 
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Makassar, Sudarni dilimpahkan Ditreskrimum Polda Sulsel ke Kejaksaan Tinggi 
(Kejati) Sulsel.Kedua tersangka pun telah dibawa ke area ruang pelayanan perkara 




Dalam melakukan penyelidikan, penyidik harus mengupayakan adanya 
harmoni antara dua kepentingan yang pokok yaitu antara kepentingan untuk 
keadilan di satu sisi dan kepentingan demi kebebasan bergerak seseorang di lain 
sisi. Penyidik dalam menjalankan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin 
dan dengan tanggung jawab penuh, karena sempurnanya atau tidak suatu tuntutan 
tergantung pada hasil pekerjaan penyidik yang berdiri di garis terdepan penegakan 
hukum. 
Salah satu unsur penting dalam penyidikan adalah adanya saksi ahli, saksi 
ahli yang ditujukan suatu ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan 
mengemukakan pendapatnya (kesimpulan) tentang jejak fisik dan mengelola 
untuk menemukan bekas psikis tersebutdan ini bisa menjadi salah satu pangkalan 
untuk membantu membuktikan kasus terdakwa yang akan di usut di pengadilan. 
Pembuktian juga menjadi ketentuan yang mengatur alat bukti yang di benarkan 




Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari 
tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda lain yang memiliki hubungan 
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M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan. (Jakarta: Sinar Grafika,2006) Hlm 273. 
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dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan integritas obyek tersebut 
Undang-Undang memberi kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan. 
Penyitaan harus didasarkan pada kondisi dan prosedur yang ditentukan oleh 
undang-undang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:  
1. Keterangann saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk 
5. Keterangan terdakwa. 
Sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP yang berbunyi 
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripa sesuatu hal dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
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Untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas mengenai peran 
laboratorium forensik dalam mengungkapkan kejahatan pemalsuan surat, peneliti 
merasa tertarik untuk mengkaji dan akan melakukan penelitian tentang “Peran 
Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak 
Pidana Pemalsuan Surat” 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti. Olehnya itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada peran 
Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap tindak pidana 
pemalsuan surat. 
2. Deskripsi Fokus 
Judul skripsi ini membahas tentang bagaimana peran Laboratorium 
Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan 
Surat. 
a. Peran 
Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 
berkedudukan dimasyarakat. 
b. Laboratorium Forensik 
Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata forum, berisi makna 
sebagai tempat pertemuan publik dikota di zaman Romawi kuno yang umumnya 
digunakan untuk perdagangan atau kepentingan lain termasuk sidang pengadilan. 
Forensik adalah ilmu yang menggunakan ilmu multi-disiplin untuk menerapkan 
ilmu alam, kriminologis, biologi, psikologis, kimia dan medis dengan tujuan 
membuat cahaya untuk membuktikan apakah ada kejahatan / pelanggaran dengan 
memeriksa bukti atau bukti fisik dalam kasus tersebut. Yang dimaksud dengan 
laboratorium forensik adalah implementasi dari pusat tinggi markas besar 
Kepolisian Nasional dalam bentuk lembaga yang bertanggung jawab dan 
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berkewajiban untuk melaksanakan fungsi kriminal dan melakukan semua upaya 
pelayanan dan kegiatan untuk membentuk bukti tindak pidana menggunakan 
teknologi dan ilmu kedokteran yudisial, kimia forensik, ilmu forensik dan ilmu 
pendukung lainnya. Berdasarkan pemahaman ini laboratorium forensik adalah 
salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis kriminalitas 
laboratorium dalam kerangka tugas Kepolisian Republik Indonesia sebagai 
penyidik. 
c. Polda 
Polda adalah satuan pelaksaan utama kewilayahaan Polisi Nasional 
Republik Indonesia di bawah KAPOLRI. POLDA bertugas mengatur tugas-tugas 
POLRI di tingkat 1 seperti provinsi atau daerah khusus. Polda adalah 
perpanjangan langsung dari Mabes Polri. Kepolisian Daerah dipimpin oleh Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia Daerah (KAPOLDA), yang bertanggung jawab 
kepada KAPOLRI 
d. Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, yang 
larangan disertai dengan ancaman (sanksi dalam bentuk kejahatan tertentu bagi 
mereka yang melanggar larangan). 
e. Pemalsuan Surat 
Pemalsuan adalah proses pembuatan,beradaptasi, meniru atau benda, 






Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis 
oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan 
dari isi pengirim.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka peneliti dapat 
merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penggunaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan 
dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan akta jual beli? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan 
akta jual beli? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian mengenai peran laboratorium forensik dalam mengungkap 
tindak pidana pemalsuan surat telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya 
dengan perspektif yang berbeda,berikut buku-buku  atau karya tulis ilmiah yang 
terkait dengan penelitian ini. 
1. Dimas Fachrul Alamsyah, meneliti tentang peranan laboratorium forensik 
polri cabang Makassar dalam pembuktian terhadap tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika dan psikotropika, menunjukkan bahwa peran laboratorium forensik 
sangat penting dalam hal menentukan kandungan dari jenis narkotika dan dapat 
diketahui informasi mengenai golongan narkotika.
7
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Perbedaan antara penelitian terdahulu Dimas Fachrul Almasyah dengan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu fokus penelitian terdahulu  
mengambil obyek kajian peran laboratorium forensik terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sedangkan, objek penelitian akan 
dilakukan oleh peneliti adalah peran laboratorium forensik polda sulsel dalam 
mengungkap tindak pidana pemalsuan surat. 
2. Imelda Sari, meneliti tentang peranan laboratorium forensik dalam 
mengungkap kejahatan pemalsuan tanda tangan di pengadilan negeri medan untuk 
menentukan palsunya suatu tanda tangan dan bagaimana peran labortatorium 
forensik dalam pembuktian pemalsuan tanda tangan.
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Perbedaan antara penelitian terdahulu Imelda Sari dengan penelitian yang 
akan dilakukan peneliti yaitu fokus penelitian terdahulu  mengambil obyek kajian 
peran laboratorium forensik terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan 
sedangkan, objek kajian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peran 
laboratorium forensik Polda Sulsel dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan 
surat. 
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalaha sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui peran laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan dalam 
mengungkap tindak pidana pemalsuan surat 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat laboratorium forensik dalam 
mengungkap tindak pidana pemalsuan surat 
1. Kegunaan 
Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai 
berikut: 
a. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan tambahan wawasan bagi para 
pembaca mengenai laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan dalam 
mengungkap tindak pidana pemalsuan surat 
b. Kegunaan teoritis penelitian ini dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan 
terutama di bidang akademisi. 
c. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
mahasiswa perihal laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan dalam 















A. Gambaran Umum Laboratorium Forensik 
1. Pengertian Laboratorium Forensik 
Forensik (berasal dari bahasa Yunani “Forens” yang berarti debat atau 
perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu 
proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Dalam 
kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu 
kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu 




Ilmu forensik (Forensic Science) meliputi semua ilmu pengetahuan yang 
mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa dari 
segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik 
memegang peranan penting. Adapun semua peranan ilmu-ilmu pengetahuan yang 
mempunyai kaitan dengan masalah tersebut ialah: 
1. Hukum pidana 
2. Hukum acara pidana 
3. Ilmu kedokteran forensik 
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4. Psikologi forensik dan psikiatri (Neurologi) forensik.10 
Menurut Kepolisian Negara RI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 




Laboratorium yang dimaksud adalah implementasi dari pusat kepolisian 
tingkat tinggi dalam bentuk sebuah badan yang bertanggung jawab dan 
berkewajiban untuk melaksanakan fungsi tindak pidana dan melaksanakan semua 
upaya pelayanan dan kegiatan untuk membantu dalam membuktikan suatu tindak 
pidana yang terjadi menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran yudisial, kimia 
forensik, forensik sains dan sains pendukung lainnya. Jadi laboratorium forensik 
adalah salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis 
laboratorium kriminal dalam konteks tugas kepolisian sebagai penyidik. 
Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, yang 
di mana laboratorium dan identifikasi digabung menjadi satu dan disebut suatu 
badan Laboratorium dan Identifikasi. Kemudian pada saat tahun 1964 telah 
dipisahkan tersendiri. Adapun laboratorium forensik yang dikenal saat ini, 
sebelumnya menggunakan laboratorium kriminal, namun berdasarkan surat 
perintah yang mengenai validasi Organisasi Polri yang dikeluarkan pada tanggal 7 
Februari 1993 oleh kepala kepolisian RI, maka sejak itu nama laboratorium 
kriminal polri menjadi laboratorium forensik. 
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Laboratorium forensik yang berpusat di Jakarta yang mempunyai empat 
cabang laboratorium forensik diindonesia yaitu: 
1. Laboratorium forensik cabang Makassar 
2. Laboratorium forensik cabang Surabaya 
3. Laboratorium forensik cabang Medan 
4. Laboratorium forensik cabang Semarang  
2. Fungsi Laboratorium Forensik  
Laboratorium kriminal adalah suatu lembaga yang berwenang untuk 
melakukan penelitian terhadap barang bukti yang memerlukan penelitian khusus 
dengan menggunakan peralatan-peralatan untuk melakukan percobaan 
berdasarkan metode-metode ilmiah, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak 
pidana yang terjadi. 
Dalam pelaksanan tugas inti, peran laboratorium forensik selama ini 
dilandaskan kepada: 
a. UU No. 8 tahun 1981 yang terkait Hukum Acara Pidana 
b. UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara RI 
c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173/Menkes/SK/x/1998 
Penunjukkan Laboratorium pemeriksaa Psikotropika dan Narkoba  
d. Surat edaran Jaksa Agung RI No. 5/KRI/2589 mengenai penunjukan 
Labkrim Polri untuk pemeriksaan tulisan 
e. Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 808/xii/1983 tentang penunjukkan 
Labkrim Polri sebagai pemeriksaan barang bukti terkait kasus pidana umum 
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f. Surat edaran Jaksa Agung RI No. SE/003/SA/2/1984 mengenai 
informasi ahli terkait tanda tangan dan tulisan sebagai bukti Peraturan 
KAPOLRI No. 21 tahun 2010 terkait struktur organisasi dan tata kerja 
satker Mabes Polri 
g. Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2009 perihal tata cara permintaan 
bantuan kepada laboratorium forensik. 
Tugas pokok laboratorium forensik sesuai dengan keputusan Kapolri 
No.Pol.KEP/09/V/2001 tertanggal 25 Mei 2001 adalah: 
1. Menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah melalui pemeriksaan 
teknis laboratoris dengan menggunakan teknologi dan ilmu forensik dalam 
rangka penyidik. 
2. Memberikan dukungan operasional kepada satuan-satuan kepolisian 
kewilayahan, instansi-instansi lain di luar polri dalam lingkup wilayah 
hukumnya, termasuk pelayanan umum di bidang kriminalistik. 
3. Menyelenggarakan dan melaksakan adminstrasi pemeriksaan kriminalistik 
termasuk pengumupulan, pengolahan dan penyajian data baik yang 









3. Hasil Produk Pemeriksaan Laboratorium Forensik 
Jenis-jenis pelayanan laboratorium forensik yang disajikan berbentuk 
produk laboratorium forensik yang dikategorikan menurut kepentingannnya 
sebaga berikut: 
a. Kepentingan Peradilan (PRO JUSTICIA) 
 Jenis layanan ini hanya diberikan atas permintaan dari aparat penegak 
hukum (Hakim,Polisi, Jaksa, PPNS, POM TNI, dan 18 lembaga yang 
berhubungan dengannya) dalam konteks proses penegak hukum (tahap 
investigasi, penuntuutan dan keadilan) untuk kasus pidana dalam bentuk berita 
acara  pemeriksaan teknis kejahatan kriminal dan pemeriksaan laboratorium 
kriminal barangbukti. 
b. Kepentingan yang Non Peradilan (NON JUSTICIA) 
Jenis layanan ini hanya dapat di berikan atau diminta oleh masyarakat 
dalam konteks proses penegakan aturan internal, kelompok atau masyarakat, 
untuk meminimalisir terjadinya konflik atau untuk kepentingan semata terapi 
(bukan hanya kepentingam penegakan hukum). Biasanya dilakukan  perkara 
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4. Pembagian Ilmu Forensik 
 Pembagian ilmu forensik terlihat dalam hal perannya dalam menyelesaikan 
kasus kriminal, sehingga ilmu forensik dibagi 3 yaitu: 
a. Ilmu forensik yang meenangani masalah kriminal sebagai yuridis yaitu: 
 Hukum acara pidana 
 Hukum pidana 
b. Ilmu forensik yang menangani kriminal sebagai masalah teknis yaitu: 
 Ilmu kimia forensik. termasuk teksikologi 
 Ilmu kedokteran forensik 
 Ilmu fisika forensik (daktiloskopi, balistik, fotografi dan identifikasi) 
identifikasi tersebut lazim disebut suatu kejahatan 
c. Ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia yaitu: 
 Kriminologi 
 Psikologi forensik 
 Psikiatri 
Dilihat dari tiga aspek diatas, dapat dikatakan bahwa kejahatan bukan 
hanya masalah yuridis tetapi juga masalah teknis dan masalah manusia. Jadi, 
meskipun hukum pidana dan hukum acara pidana memainkan peran penting 
dalam menyelesaikan penanganan kasus pidana, itu tidak berarti bahwa dengan 
menggunakan kedua ilmu ini bukan solusi yang bisa mentuntaskan, sehingga 
mencerminkan sebuah tegaknya kebenaran dan keadilan.  Maka dari itu, kasus 
pidana sebenarnya tidak hanya harus ditangani dari aspek yuridis tetapi juga 
ditangani dari aspek teknis dan manusia, sebab salah satu aspek kriminalitas 
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adalah sebagai masalah manusia dan aspek yang lain adalah dari segi teknisnya,  
maka ilmu forensik sangat membantu dalam tugas ini untuk mengungkap kasus 
pidana agar menjadi lebih jelas.
13
 
Guna mengungkapkan fakta tindak kriminalitas secara tuntas diperlukan 
ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan 
termasuk kriminalistik untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang 
timbul. Dengan demikian meskipun hukum pidana dan hukum acara pidana 
memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan masalah kasus 
kriminal akan tetapi tidaklah berarti dengan menggunakan kedua ilmu dalam 
penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya 
kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, maka suatu kasus kriminal sebenarnya 
tidak semata-mata  harus ditangani dari aspek yuridis saja melainkan harus 
ditangani juga dari aspek teknis dan aspek manusianya, oleh sebab salah satu 
aspek kriminalitas adalah sebagai masalah manusia dan aspek yang lain adalah 
dari segi teknisnya, maka ilmu-ilmu forensik sangat membantu di dalam tugas-
tugas tersebut guna mengungkap suatu kasus kriminal, agar menjadi lebih jelas.  
B. Sistem Hukum di Indonesia 
Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu 
„sistem‟  dan „hukum‟ . Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti 
tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani systema 
pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. 
Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, 
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karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai 
sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap 
ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum 
sendiri. Berikut diantaranya : Hukum adalah semua aturan yang mengandung 
pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam 
masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan 
tugasnya. 
a. (Prof. Mr. E.M. Meyers) Hukum adalah himpunan peraturan ( perintah dan 
larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus 
ditaati oleh masyarakat itu. 
b. (Drs. E. Utrecht, S.H) Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri 
dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam 
pergaulan manusia. 
c. (S.M. Amin, S.H) Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat 
memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 
masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang 
pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu 
hukuman terentu. 
d. (J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H) Dari 
berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan 
peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat seseorang agar tercipta 
kehidupan yang serasi dan selaras dengan norma yang berlaku di 
masyarakat. Sehingga, sistem hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan 
20 
 
peraturan yang bersifat memaksa demi terciptanya kehidupan yang serasi 
dan selaras dengan norma. 
Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yaitu 
menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, 
Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan 
sistem hukum Anglo-Saxon. 
Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada 
dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, 
ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga menganut sistem 
hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut 
terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 
350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem 
hukum Eropa Kontinental. 
Selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, 
yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan 
sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa 
Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.  
Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, 
Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (adatrechtpolitiek) kepada 
masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di 
Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak 
ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah 
kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropah Kontinental tampak dalam semangat untuk 
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melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi 
pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun 
optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial 
dilakukan melalui peraturan perundangundangan. 
Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M.Friedman 
Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem 
hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan 
kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. 
Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi 
juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat 
internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang 
memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia. 
Bobroknya sistem hukum di Indonesia, diibaratkan orang sakit akibat 
merokok. Jika dianalogikan, orang sakit karena merokok justru tidak pernah mau 
mengakui jika sakitnya karena rokok. “Kalau perokok, datang ke dokter, akan 
selalu bilang, saya sakit. Tapi pasti tidak mau mengaku karena rokok, karena ingin 
tetap merokok,” Analogi tersebut sebagai perumpamaan kepada institusi polisi, 
jaksa dan hakim yang tidak pernah mengakui institusinya salah. Setiap kali ada 
kasus, mereka selalu menunjuk itu ulah oknum. “Harusnya mereka mengakui 
supaya tidak mengulangi. Jangan seperti perokok yang tidak mau mengaku 
merokok,” 
Untuk mengetahui lebih mendalam lagi, kita perlu mempelajari apa yang 
menjadi unsur-unsur pokok sistem hukum itu. Para ahli memiliki pendapat 
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sendiri-sendiri mengenai sistem hukum. Namun, pada kesempatan kali ini kita 
akan lebih terfokus pada sistem hukum menurut Lawrence M.Friedman. 
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari strafbaar feit, dalam KUHP 
tidak ada penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit 
itu sendiri. Terjemahan dari istilah strafbaar feit ke bahasa Indonesia 
diterjemahkan dengan berbagai istilah seperti tindak pidana, peristiwa kriminal, 
pelangg aran, tindak pidana, hukuman, dll. Dalam kamus hukum pembatasan 
delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang bisa dikenakan hukumna 
karena merupkan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).
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Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:
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a. Menurut Pompe strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku perlu dilakukan demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 
b. Van Hamel merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu serangan atau 
ancaman terhadap hak-hak orang lain. 
c. Menurut Simons strafbaar feit itu sebagai suatu tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
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d. Menurut E. Utrecht strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang 
sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen 
atau doen positif atau melalaikan natalen negative maupun akibatnya 
(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
e. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar 
larangan tersbut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat 
sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citkan oleh masyarakat. 
Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, maka perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan Terdakwa 
Keadaan yang memberatkan:   
- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa 
 Keadaan Yang meringankan: 
- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan 
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;16 
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Tindak pidana dirumuskan dalam kalimat yang mengandung elemen yang 
sisebut kompleksitaas. Elemen itulah yang terbentuk menjadi suatu pemahaman 
hukum tentang jenis tindak pidan tertentu. Jika tindakan tersebut tidak memenuhi 
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Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan 
unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif.  
Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu, segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 
dan lain lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP. 
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  
b. Unsur Objektif  
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Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-
unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri„ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas„ 
di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
18
 
2. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritisi 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur 
tentang tindak pidana. Dimana mengetahui adanya tindak pidana, maka pada 
umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. 
Berikut unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa teoritisi 
yaitu: 
Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi, unnsur tindak pidana adalah:  
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia 
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum 
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4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.19 




3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan) 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap 
pelanggarnya diancam dengan pidana\ 
5. Waktu, tempat dan keadaan  (unsur objektif lainnya)20Perbuatan/rangkaian 
perbuatan (manusia) 
6. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
7. Diadakan tindakan penghukuman 
Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham monisme) dapat 
dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah: 
1. Perbuatan (yang) 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)21 
4. Dipertanggungjawabkan  
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Walaupun rincian rumusan di atas tampak berbeda, namun pada 
hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan unsur-unsur mengenai 
perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. 
Jika diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada baik dalam KUHP 
maupun peraturan Undang-Undang di luar KUHP, ada sebelas unsur tindak 
pidana. Sebelas unsur tidak pidan tersebut adalah:
22
 
a. Unsur tingkah laku 
b. Unsur melawan hukum 
c. Unsur kesalahan 
d. Unsur akibat konstitutif 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
g. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
i. Unsur obyek hukum tindak pidana 
j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana 
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3. Subjek Tindak Pidana. 
Manusia sbagai subyek tindak pidana, hal ini berdasarkan kepada:
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a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan 
barang siapa seperti seorang ibu, seorang pejabat. 
b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditujukan 
terhadap manusia. 
c. Hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seorang 
manusia yang disebut dengan Hukum Pidana Kesalahan dalam 
schuldstrafecht yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, 
yang berupa kesalahan individual. 
4. Penanggulangan Tindak Pidana 
Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan 
bersama. Para ahli selalu berusaha mencari jalan keluar untuk menanggulangi 




a. Pre-emtive ialah usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah tindak pidana. 
Upaya yang dilakukan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau 
norma yang baik sehingga nilai atau norma tersebut terinternalisasi dalm 
diri seseorang. Meskipun ada peluang untuk melakukan kriminal atau 
pelanggaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. Cara ini berasal dari teori NKK, yaitu niat ditambah 
kesempatan terjadilah kejahatan. 
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b. Preventive adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 
untuk dilakukannya kejahatan 
c. Refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi palanggaran 
atau kejahatan yang berupa penegakan hukum dalam menjatuhkan 
hukuman. 
D.   Pemalsuan Surat 
 Surat adalah lembaran kertas yang berupa tulisan,frasa, kata dan kalimat 
yang terdiri dari huruf adan angka dalam bntuk apapun dan dimana tulisan itu 
mengandung arti atau makna buah akal sehat pikiran manusia. Kebenaran 
mengenai makna tersebut harus mendapatkan perlindungan hokum. Sebagai 
pengingat pemikiran tertentu yang ada di surat harus mendapat kepercayaan dari 
masyarakat. 
 Kejahatan pemalsuan dalam Teguh Prasetyo Hukum Pidana mengatakan 
kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu 
terhadap suatu hal yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, itulah yang dinamakan 
dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.
25
  
 Jadi dapat dikatakan pemalsuan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang 
bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibat dari 
kejahatan tersebut dapat merugikan individu, masyarakat dan negara yang dapat 
diberi sanksi pidana. 
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 Objek suatu tindak pidana selalu terkait erat dengan kepentingan hukum 
yang harus dilindungi oleh pembentukan tindak pidana yang bersangkutan. Dalam 
pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibuat pasal 263 ayat 1, maka 
dibuatlah suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum atas 
kepercayaan masyarakat tentang kebenara isi surat tersebut. Isi surat dalam bentuk 
tulisan dapat menegenai beberapa hal seperti informasi, berita, keadaan tertentu 
dan lain-lain. Informasi, berita ataau isi sebuah tulisan sebagai obyek tindak 
pidana yang bentuknya tertulis, lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan 
hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang 
disampaikan atau dituliskan makan dibentuk beberapa hal tindak pidana, salah 
satunya tindak pidana pemalsuan surat.
26
 
 Tindak pidana pemalsuan surat dibentuk untuk memberikan perlindungan 
hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (piblica fides) pada 
surat. 
 Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan hutang atau untuk sebagai 
bukti terhadap suatu hal dengan maksud untuk memakasi atau menyuruh orang 
lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan akan 
dipidana apabila pemakaian tersebut dapat menyebabkan kerugian akibat 
pemalsuan surat dengan penjara paling lama 6 tahun. 
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2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa sengaja memakai surat palsu 
yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan 
kerugian. 
Pemalsuan dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, hal 
tersebut di rumuskan dalam ayat(1) dan ayat (2). Berlandaskan elemen 
perbuatannya pemalsuan suart ayat (1) disebut dengan membuat suart palsu dan 
memalsukan surat. Dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat 
yang dipalsukan. walaupun dua jenis tindak pidan tersebut saling berkaitan, 
namun masing-masing berdiri sendiri, yang berbeda tempos dan locus pidanya 
serta dapat dilakukan oleh sipembuat yang tidak sama.
27
 
Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat 
menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran trtentu utnuk menentukan kemungkinan 
kerugian apabila surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan. Akibat 
timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang ialah bila surat itu 
digunakan maka dapat berpotensi berdampak kerugian. Bagi siapa saja yang 
menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugianitu bagi siapa saja 
atau bagi kepentingan umum.
28
 
 Pemalsuansurat (valscheid in geschrifen) diatur dalam Bab XIIbuku II 
KUHP dari Pasal 263 sampai Pasal 276 yang jenis-jenisnya adalah sebagai 
berikut: 
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a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok yang disebut 
sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263) 
b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264) 
c. Menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266) 
d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267-268) 
e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269-271) 
f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274) 
g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275) 
E.  Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam hal ini didunia ilmu pengetahuan hukum ada 
dua sistem yang digunakan. Yang satu disebut sistem “accusatoir”, yang lain 
sistem “inquisitoir”. Sistem accuisitoir itu adalah menganggap seorangtersangka, 
yaitu pihak yang di dakwa sebagai suatu subyek berhadapan dengan pihak yang 
mendakwa, sehingga kedua belah pihak mempunyai hak yang sama nilainya dan 
hakim berada diatas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara 
(pidana) diantara mereka sesuai peraturan Hukum Pidana yang berlaku. 
Sedangkan sistem inquisitoir itu menganggap si tersangka sebagai suatu obyek, 
yang harus diperiksa wujudnya berkaitan dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan 
ini berupa pendengaran sitersangka tentang dirinya pribadi.  
Hakikatnya negara Indonesia menganut sistem acccusatoir, maka dalam 
menjalankan kewajibannya pejabat dan penuntut kasus selalu menjadi subyek 
yang mempunyai hak penuh untuk membela diri. Alat bukti adalah segala sesuatu 
yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti 
33 
 
tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan 




Proses pemeriksaan dalam acara pidana di perlukan ketentuan dalam 
hukum acara pidana yang akan terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang 
terkesan sulit pada pembuktiannya dan memerlukan penerapan hukum yang benar 
dan pembuktian yang obyektif dan terhindar dari rekayasa para pelaksanaan 
persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif juga salah 
satunyadengan menggunakan alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
disebutkan mengenai alat bukti yang sah untuk membantu hakim dalam 
mengambil keputusan, alat bukti tersebuat adalah : 
1) Keterangan Saksi 
Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 
tersebut. 
2) Keterangan Ahli 
Menurut Pasal 1 ayat 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang 
diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang telah diatur undang-undang.  
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3) Surat  
Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana dibuat atas sumpah jabatan 
atau dikuatkan dengan sumpah dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah; berita 
acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang 
berwenang atau dibuat dihadapannya; surat yang dibuat menurut ketentuan 
perturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya; surat 
keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian 
mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi.
30
 
F. Akta Jual Beli Tanah 
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam bagi kehidupan manusia 
dan merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang mempunyai fungsi sosial 
amat penting bagi rakyat Indonesia guna meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Sehingga peruntukannya perlu ditetapkan dan diatur 
dengan perundangundangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 
(3) telah dinyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
  Pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia membuat kebutuhan 
akan tanah bertambah seiring dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi 
yang memerlukan lahan berupa tanah. Di dalam kehidupan sehari-hari tanah 
sering kali menjadi persengketaan, perselisihan dan konflik bahkan sampai ke 
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sidang Pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai peranan yang sangat 
penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berusaha memperoleh 
tanah dengan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan tanah 
tersebut meskipun harus mengambil tanah milik orang lain dengan mengalihkan 
hak milik atas tanah tersebut. Untuk menghindari persengketaan, perselisihan 
dan konflik, maka dibentuklah norma hukum yang harus ditaati oleh anggota 
masyarakat.  
Selain itu dibentuk norma hukum, anggota masyarakat juga perlu 
mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang 
berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah dan 
untuk medapatkan jaminan kepastian hukum. Namun kekuatan pembuktian ini 
tidak bersifat mutlak karena masih dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lainnya 
yang dapat membuktikan sebaliknya. Jual beli tanah merupakan salah satu 
pengalihan hak atas tanah dan ini tidak hanya meliputi jual beli saja tetapi 
pengalihan pemilikan ini bisa karena hibah, tukar menukar, pemberian wasiat 
dan perbuatan lain yang bermaksud sebagai pemindahan hak milik atas tanah 
tersebut.  
Akta Jual-Beli merupakan Akta autentik sebagai alat bukti terkuat 
mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan 
masyarakat yang dapat menentukan secara tegas hak dan kewajiban sehingga 
menjamin kepastian hukum dan sekaligus dapat menghindari terjadinya 
sengketa. Jika terjadi sengketa akta autentik sebagai alat bukti merupakan bukti 
terkuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.1 Pasal 1867 
36 
 
KUH Perdata yang berbunyi: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan 
tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan”. 
Jadi akta merupakan alat bukti yang sah dalam suatu perjanjian. Mengenai akta 
autentik diatur dalam pasal 165 HIR  
Akta autentik adalah suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan 
pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang 
cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang 
mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam 
surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan 
saja, tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar yang diberitahukan itu 
langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. 
Akta autentik jual beli, jual beli juga diatur dalam Pasal 1868 KUH 
Perdata yang khususnya mengenai Akta autentik jual beli berbunyi : Suatu Akta 
autentik jual beli ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 
undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 
ditempat akta dibuat.2 Nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang melekat 
pada Akta autentik jual beli khususnya dalam perikatan Jual Beli diatur dalam 
pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 285 RBG adalah : sempurna (volledig 
bewijskracht), dan mengikat (bindendebewijskracht); sehingga Akta autentik jual 
beli dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti 
yang lain, dengan kata lain Akta autentik jual beli yang berdiri sendiri menurut 
hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian. Namun yang perlu 
diperhatikan dengan seksama adalah nilai pembuktian yang sempurna dan 
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mengikat tersebut bukannya tidak dapat berubah status kekuatan dan pemenuhan 
syarat batas minimalnya. 
 Akta autentik jual beli dapat saja kekuatan pembuktian dan batas 
minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij 
geschrifte) yaitu apabila terhadapnya 2 M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara 
Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 566. 4 diajukan bukti lawan 
(tegenbewijs) yang setara dan menentukan. Jadi yang perlu dipahami disini 
adalah bahwa bukti Akta autentik jual beli tersebut adalah alat bukti yang 
sempurna dan mengikat namun tidak bersifat menentukan (beslissend) atau 
memaksa (dwingend). 
Kedudukan yang sebenarnya dari Akta autentik jual beli dalam sistem 
hukum pembuktian 3 dalam subyek jual beli tanah, ada 4 syarat mengenai 
sahnya suatu pejanjian jual beli hak atas tanah, yaitu: 
a. Syarat sepakat yang mengikat dirinya. Dalam syarat ini berarti kedua 
pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli 
yang mutlak dibuatkan sustu perjanjian tertulis berupa akta yang harus 
dibuat dan dihadapan Pejabat khusus yaitu PPAT. 
b. Syarat cakap Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum 
dalam hal ini perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak 
adalah para pihak yang sudah memenuhi syarat dewasa menurut 
hukum, sehat pikiran dan tidak berada dibawah pengampuan.  
c. Syarat hal tertentu. Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan 
jelas dalam akta jual beli, baik itu mengenai luas tanah, letaknya, 
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sertifikat, hak yang melekat demi mengelakkan kemulut hukum dan 
hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terulang dengan jelas.  
d. Syarat sebab yang hal Didalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan 
tujuan dalam perjanjian itu harus jelas dan berdasarkan atas keinginan 
kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. 
 Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang 
baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada 
Kantor Pertanahan setempat, yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan 
PPAT. Didalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
menyebutkan : “Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan 
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat 
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 
menurut perundang-undangan yang berlaku”. Namun, suatu akta autentik jual 
beli dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri apabila ada pembuktian yang 
mengatakan bahwa Akta autentik jual beli ternyata dibuat mengandung cacat 










A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, baik dari sisi field 
research atau library research maupun kualitatif. 
 Penelitian ini mengguna kan penelitian kualitatif dan menguraikan hasil 
dan pembahasan penelitian dengan metode deskriptif . Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tetang kondisi 
secara factual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan 
antara fenomena yang dimiliki untuk dilakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. 
 Menurut Miles dan Huberman penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada 
filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (Verstehen). Metode 
kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi 
tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 




2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan disini harus memuat argumentasi 
peneliti yang mendasari pemilihan lokasi secara logis dan akademis. 
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Ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 
lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Penelitian ini dilakukan di 
kota Makassar. Khususnya pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan 
dalam kaitannya peran laboratorium forensikdalam mengungkap tindak pidana 
pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP. 
 Alasan memilih lokasi penilitian ini adalah dikarenakan polda memiliki 
peran untuk mengungkap perkara tersebut khususnya peran laboratorium 
forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat. 
B. Pendekatan Penelitian 
Bagian ini memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan 
pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan studi yang dimaksud disini 
menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. 
Perspektif yang digunakan harus memiliki relevansi akademik dengan fakultas 
dan jurusan/program studi mahasiswa yang bersangkutan. 
Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 
mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan 
merupakan upaya untuk me ncapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan 
penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa walaupun masalah 
penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua 
atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.
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 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
                                                             
 32 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, hal 12. 
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1. Pendekatan Normatif , yaitu pendekatan yang ditujukan pada peraturan-
peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan pustakaan.   
2. Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk 
menelaah undang-undang yang terkait dengan pembahasan. 
 Kedua pendekatan di atas digunakan karena penelitian ini membutuhkan 
jasa beberapa paradigma keilmuan tersebut. Beberapa pendekatan itu diharapkan 
dapat mampu mengungkap berbagai macam hal sesuai dengan objek penelitian. 
C. Sumber Data 
 Sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang dapat diperoleh.
 
 
Jenis dan sumber data penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, 
yakni: 
1. Sumber Data Primer 
Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari 
lokasi penelitian atau objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari 
informan yakni petugas Laboratorium Forensik Sulsel. Secara teknis informan 
adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang lebih detil dan konferhensif 
mengenai apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan 
dapat diperoleh di luar objek penelitian. Sumber data sekunder dapat dibagi 
kepada; pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-
artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan 




terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 
dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak 
diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah.
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D. Metode Pengumpulan Data 
Bagian ini mencakup penjelasan tentang metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan/atau kartu 
data. 
1. Observasi 
 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian 
dilakukan pencatatan oleh peneliti.
34
 Observasi atau pengamatan yang dilakukan 
oleh peneliti dalam penelitian ini ialah mengenai Fungsi Laboratorium Forensik 
Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akte 
jual beli Dalam 3 Tahun Terakhir. 
2. Wawancara 
 Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung sacara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Wawancaraa 
atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan 
keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang yang 
dapat memberikan keterangan. Teknik ini memberikan data sekunder dan data 
                                                             
 33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:PT. 
Rineka Cipta 2006), hal 129. 
 
34
 J. Supranto, MetodeRiset, AplikasinyadalamPemasaran (Jakarta:LembagaPenerbit FE-
UI, 1998), hal 47. 
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primer yang akan mendukung penelitian. Sehubungan dengan hal ini penulis 
melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan 
pihak terkait yang telah disebutkan di atas, kemudian berkembang saat melakukan 





Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 
biasa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 
cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang dokumen yang berbentuk 
gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dengan demikian 
dokumentasi merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian.
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E. Instrumen Penelitian 
Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian. 
 Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data. Instrumen atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga 
harus instrument juga harus “Divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap 
melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun alat-alat yang 
harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
                                                             
 35 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta:Rineka Cipta, 
1991), hal 63. 
 
36
 RosadyRuslan, MetodePenelitian Public Relations danKomunikasi, ( 
Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2008), hal 23. 
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1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 




F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Pada bagian ini dikemukakan teknik pengolahan dan analisis data yang 
digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, perlu ditegaskan lebih lanjut tentang 
model penyajian data seperti penyajian dalam bentuk tabel atau grafik dan 
memastikan penggunaan analisis statistikanya. Jika penelitian kualitatif, perlu 
ditegaskan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan.
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 Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 
data yang bersifat penelitian kualitatif untuk menemukan yang di inginkan oleh 
peneliti. Pengolahan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk 
konsep yang dapat mendukung objek pembahasan. Analisis data dapat dilakukan 
sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Informasi dari lapangan sebagai bahan 
                                                             
  37 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, hal 17. 
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 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, hal 20. 
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mentah diringkas, disusun lebih sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok yang 
penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak 
dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah. Bentuk 




















A. Gambaran Umum Labfor Sulawesi Selatan  
Seiring pesatnya dinamika masyarakat moderen yang ditandai dengan 
berkembangnya hasil – hasil teknologi, ternyata berdampak sosiologis yang 
bersifat regional, nasional bahkan internasionalpun semakin komplek. Namun 
di samping memberikan dampak perubahan yang bersifat positif, tak kalah 
pentingnya dinamika masyarakat moderen yang semakin mengglobal itu, 
ternyata menghasilkan pula dampak negatif berupa kejahatan semakin 
terstruktur dari segi metode dan lintas negara, lintas benua jaringannya. Dari 
kejahatan transnasional telah mengawali ke kejahatan internasional. 
Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, 
Dimana identifikasi dan laboratorium forensik digabung menjadi satu yang 
disebut Lembaga Laboratorium dan Identifikasi.Kemudian pada tahun 1964 
dipisahkan tersendiri antara Laboratorium forensik dengan identifikasi. 
Adapun laboratorium forensik yang kita kenal saat ini, sebelumnya 
sebelumnya menggunakan laboratorium kriminal namun berdasarkan surat 
perintah No. Pol : Sprin/295/ll/1993 tentang validasi Organisasi Polri yang 
dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh kepala kepolisian Rl, maka 
sejak itu nama Laboratorium kriminal Polri menjadi Laboratorium Forensik 
Polri. 
Tantangan pelaksanaan tugas kepolisian selalu berkait dengan 
keadaan dan perkembangan lingkungannya, kejadian besar teror dunia yaitu 
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kejadian bencana teror bom Word Trade Centre (WTC) di New york Amerika 
Serikat tanggal 11 September 2001 telah mengguncang dunia, karena 
korbannya lebih dari 3000 orang. Tanpa diduga, pada tanggal 12 Oktober 
2002 (tanggal, bulan dan tahun masing – masing di tambah satu) teror bom 
terbesar kedua terjadi di Indonesia, tepatnya di pulau Bali yang menewaskan 
202 orang dari berbagai negara. Kemudian disusul pengeboman hotel JW 
Marriot Jakarta tanggal 5 Agustus 2003, pengeboman di depan Kedubes 
Australia, Bom Bali II dan lain - lainnya. 
B. Fungsi Laboratorium Forensik dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat  
Sebagaimana diketahui bahwa laboratorium forensik dibentuk untuk 
membantu proses penyidikan dengan melalui pemeriksaan barang bukti dari 
suatu tindak pidana yang terjadi. Laboratorium forensilk sebagai sarana 
pembantu dalam proses penyidikan dan melaksanakan tugasnya, yakni, 
melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti jika ada permintaan 
pemeriksaan, jika tidak ada permintaan pemeriksaan barang bukti maka pihak 
laboratorium forensik tidak berwenang melakukan pemeriksaan walaupun 
barang bukti sudah ada. 
Mengingat dalam proses penyidikan, untuk mengungkapkan suatu 
tindak pidana tidak mutlak harus berpedoman pada keterangan saksi dan 
keterangan tersangka atau terdakwa saja, akan tetapi penting pula dan bahkan 
dapat membantu terungkapnya suatu tindak pidana dengan melalui pemeriksaan 
barang bukti. Menurut James W. Osterberg, bahwa: 
“Kriminalitas adalah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan 
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untuk mengenal, identifikasi, individualism dan evaluasi bukti-bukti fisik 
dengan jalan menerapkan ilmu - ilmu dalam masalah hukum dan ilmu”. 
Dengan demikian bukti-bukti fisik dengan penilaiannya, secara ilmu 
merupakan bidang kriinalistik. Berikut ini kita juga akan melihat apa yang 
dikemukakan oleh Goenawan Gotomo, bahwa kriminalistik adalah ilmu yang 
dapat dipakai untuk mencari, mengimpun, menyusun bahan- bahan guna 
peradilan. 
Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan kepada teori dasar bahwa 
semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub yang didasarkan 
kepada keadaan objek itu. Ini berarti apakah suatu obyek menjadi bagian atau 
sub bagian sesuatu. Sidik jari, tanda-tanda, bekasbekas, noda darah, rambut, gat 
dan sebagainya dapat diklasi fikasikan. Misalnya, di tempat kejadian perkara 
(TKP) terdapat bagian- bagian tersebut, maka hal ini dapat menjadi bahan yang 
sangat berharga, bagian - bagian atau sub bagian itu berasal dari mana. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa kriminalistik berkaitan dengan keadaan atau 
asal sesuatu' Jika terdapat darah, maka ahli kriminalistik dihadapkan pada 
pertanyaan yang harus dijawabnya, darah itu berasal dari mana. 
Sebuah peluru ditemukan pada tubuh korban, ahli tersebut hams 
menjawab peluru itu berasal dari senjata apa dan yang mana. Jika suatu 
potongan tulang itu tulang manusia atau binatang, kalau sudah dipastikan 
bahwa itu tulang manusia maka diperiksa umur berapa orang itu, tingginya 




Identifikasi melalui bukti-bukti fisik ini sering sangat menyulitkan 
tersangka untuk melepaskan diri atau membela diri. Pemeriksaan laboratories 
ini akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi, karena 
barang bukti ini tidak dapat berbohong sedangkan alat bukti berupa keterangan 
saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa dapat saja berbohong atau 
disuruh berbohong. 
Tujuan selanjutnya dari laboratorium forensik adalah untuk diri penjahat 
dan masyarakat.Oleh karena itu bagaimanapun cermatnya melakukan kejahatan, 
kemungkinan barang bukti tetap ada. Barang bukti inilah yang akan diperiksa 
secara laboratories oleh pihak laboratorium forensik. 
Kejahatan yang terungkap melalui pemeriksaan barang bukti, secara 
physikologi masyarakat akan berpikir bila akan melakukan kejahatan. Dengan 
berfungsinya laboratorium forensik secara efektif, masyarakat akan mengalami 
perkembangan dalam arti perkembangan prilaku dalam masyarakat. Dengan 
demikian tatanan hukum dalam proses perkembangannya lambat laun 
diharapkan tercermin dalam jiwa para individu sebagai anggota masyarakat. 
Membicarakan masalah pembuktian, maka ini tidak terlepas dari 
beberapa masalah, yaitu: 
a. Alat Pembuktian 
Karena Kejadian-kejadian yang ada harus dibuktikan, sedang kejadian itu 
adalah masa lampau maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat 
menggambarkan. Alat-alat pembantu itu misalnya adalah benda-benda yang 
tinggal di tempat kejadian, orang-orang yang melihat kejadian, orang yang 
50 
 
mengalami sendiri kejadian. Kemudian alat-alat bukti tadi diperiksa untuk dapat 
menggambarkan peristiwa yang terjadi. Dengan demikian alat pembuktian ialah 
alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali 
tentang kepastian pernah terjadinya suatu tindakan pidana. 
b.  Penguraian Pembuktian 
  Penguraian pembuktian adalah cara- cara mempergunakan alat-alat bukti  
tersebut. Penguraian pembuktian suatu perkara dipersidangan pengadilan. Dimana 
hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwalah telah 
melakukan hal-hal seperti dituduhkan padanya. 
c. Kekuatan Pembuktian 
Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti. 
Misalnya sejauhmana nilai dari alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang 
dilakukan terdakwa. 
d. Dasar Pembuktian 
Dasar Pembuktian adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang 
saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang 
dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut 
dasr pembuktian. 
e. Beban Pembuktian 
Beban Pembuktian ini menyangkut persoalan siapa sajakah yang 
mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pembuktian. 
Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu 
tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan 
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pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya 
suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu jika 
seseorang “melanggar hukum”, oleh pengadilan harus dapat membuktiakan 
terlebih dahulu, dan selama pengadilan belum dapat membuktikannya dan 
memutuskannya sebagai orang yang bersalah, maka orang yang telah “melanggar 
hukum” ini belum dapat dianggap bersalah. Karena dalam hal ini dikenal dengan 
asas “praduga tidak bersalah”. 
Laboratorium Forensik sebagai bagian dari polri yang bertugas untuk 
menyelidiki terjadinya pemalsuan surat pada suatu perkara, sehingga dengan 
terbuktinya terjadi tindak pidana, maka pelakunya dapat diseret ke pengadilan. 
Sengketa atau perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maksudnya ialah 
agar mendapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam 
perkara pidana agar si tersangka atau terdakwa yang diadili apakah dapat 
dipersalahkan  atau tidak atas perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya. 
Berarti dari lembaga Laboratorium Forensik dapat diketahui terjadi atau 
tidaknya tindak pidana pemalsuan surat. Bila terjadi maka pelakunya dapat 
diadili sehingga dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana. Hal 
pembuktian tersebut tidak terlepas dari peranan Laboratorium Forensik dalam 
pengidentifikasian asli atau palsu surat. Jadi peranan Laboratorium Forensik 
menentukan di pengadilan menjadi terpidana 
Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan 
tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum si terdakwa akan 
dibebaskan. Demikan juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana 
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“pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya 
karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli. 
Maka untuk membuktikan sangkaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di 
Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang 
benar paslu atau tidak. 
Apabila berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik alat bukti tadi telah 
diperolah hasil (yang positif) maka: 
1. Benar terjadi pemalsuan, maka si tersangka diadili ditambah dengan alat- 
alat bukti lainnya dalam putusan hakim si terdakwa itu dipidana. 
2. Tidak terjadi pemalsuan maka tidak akan diajukan ke kejaksaan. Tidak 
dimohon pada requisitoir penuntut umum, maka dalam keputusan hakim 
sendiri akan membebaskan si terdakwa dari semua tuntutan hukum. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peranan Laboratorium Forensik untuk 
menentukan seseorang didepan pengadilan ialah terhadap seseorang 
terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda 
tangan dapat dipersalahkan atau tidak. 
Dengan dapat dipersalahkan atau tidak seseorang itu, berdasarkan 
keputusan hakim status terdakwa itu dapatlah ditetapkan, yaitu : 
a. Si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka dipidana,  dinamakan 
sebagai terpidana 
b. Si terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka si terdakwa 
dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka kedudukan si terdakwa kembali 




c. Menjamin Kepastian Hukum 
Dalam Kasus pemalsuan surat, supremasi hukum sangat didambakan oleh 
masyarakat. Dengan adanya peranan Laboratorium Forensik mengungkap secara 
pasti suatu alat bukti yang diragukan keasliannya, maka dengan sendirinya 
memberi jaminan terhadap kepastian  hukum. Konsekuensi perbuatan setiap orang 
mendapat timbangan hukum sesuai dngan proposri hak dan kewajibannya. 
Hukum merupakan separangkat peraturan yang mengatur dan bertujuan 
menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh sebab itu hukum bersifat 
memaksa dan mengatur apabila dilanggar menimbulkan sanksi. Agar tercapai 
ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian 
hukum di dalam pergaulan masyarakat. Kepastian hukum disini diartikan sebagai 
kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. 
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan 
adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 
wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 
menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar 
tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang 
tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melinkan bukan 
hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri(den 
begriff des Rechts). Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-
kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah 
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laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan 
pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak 
dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum 
tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan 
pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana 
tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). 
Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, 
mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal uang 
konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah 
yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. 
Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi 
para pihak terhadap kesewenangan hakim. 
Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang 
lebih berdimensi yuridis. Namun, otto ingin memberikanbatasan kepastian 
hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai 
kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 
a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh 
(accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara 
b. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan 
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-
aturan tersebut 
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan 
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aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 
menyelesaikan sengketa hukum 
e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.  
Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukumyang diserai tugas 
untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan 
keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan 
kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta 
bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada 
dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.  
Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang 
hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian 
hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-
undangan(gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta 
(Tatsachen),bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan 
oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus 
dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam 
pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak 
boleh sering diubah-ubah. 
Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan 
hukum,memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari prilaku 
manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi 
otomat), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan 
faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti 
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dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu 
sendiri atau kepastian peraturan (sicherkeit des Rechts). 
Banyaknya undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) itu didasarkan atas kepentingan mereka dan Undang-undang itu dibuat 
bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk keuntungan pribadi-pribadi 
mereka sendiri, oleh karena itu produk yang dibuat banyak yang tidak menjamin 
adanya kepastian hukum dan yang sungguh ironis adalah tidak ada Undang-
Undang yang mensejahterakan rakyat. Indonesia dikenal dengan negara yang 
kaya, negara yang letaknya strategis dan menjadi julukan sebagai negara yang 
menjadi jantung dunia. Akan tetapi itu hanyalah sebuah cerita dongeng belaka 
karna kenyataanya adalah banyak rakyat Indonesia yang tidak merasakan 
kekayaan Itu dan bahkan mereka harus tidur di bawah jembatan dan banyak yang 
tidur di emperan toko, itu semua disebabkan kesewenangan para pemimpin yang 
mementingkan diri sendiri. 
Banyak produk DPR yang menggambarkan bahwa hukum di negara 
tercinta adalah hukum yang tidak menjamin adanya suatu kepastian. Sebagai 
contohnya adalah Undang-undang Dasar 1945 amandemen pasal 28D ayat 
(1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengkuan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di sisi 
lain dalam Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Hukum Acara Pidana 
pasal 14 butir b, yang berbunyi mengadakan pra penuntutan apabila ada 
kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan 
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dari penyidik. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Hukum 
Acara Pidana pasal 14 butir b, terdapat istilah  pra penuntutan akan tetapi di dalam 
Bab I Ketentuan Umum pasal 1dan Penjelasan Umum Undang-Undang ini tidak 
dijelaskan atau terdapat istilah Pra penuntutan. Disini ada ketidak pastian 
mengenai apa yang disebut dengan Prapenuntutan.Apakah ini yang dibanggakan 
sebagai karya Agung anak Bangsa? Undang-undang yang dibuat pada tahun 1981 
dan berlaku sampai sekarang ternyata tidak menjamin suatu Kepastian. Kenapa 
masih diterapkan dan digunakan? Dan kenapa tidak diganti dengan undang-
undang yang lebih menjamin adanya suatu kepastian serta suatu keadilan?. Inilah 
suatu produk yang didasarkan atas suatu kepentingan dan pada ahirnya rakyatlah 
yang menanggung segala konsekuensinya dan rakyatlah yang menderita akibat 
perbuatan yang sewenang-wenang itu. 
Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan 
ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, 
ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyaraka serta kepastian 
hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan 
bagi masyarakat 
C. Pelaksanaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Labfor 
Sulawesi Selatan 
Tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pihak Labfor sulsel dalam menangani 
kasus tindak pidana pemalsuan surat adalah, kurangnya pembanding sebagai 
persyaratan tekhnis dalam pemeriksaan. Walaupun labfor diberi kuasa untuk 
mengetahui keberan suatu surat namun proses penyidikan tindak pidana bukanlah 
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tugas pihak Labfor, akan tetapi hasil yang telah diketahui dikembalikan ke pihak 
terkait seperti Polda Sulsel untuk melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai 
suatu kasus yang sedang terjadi. Namun setiap pemeriksaan subbid Dokupalfor 
yang telah memeiliki keterampilan dan keahlian didukung dengan adanya 
sertifikat penggunaan alat tersebut. Saat melakukan tahap penggunaan 
laboratorium forensic Kasubbid Dokufalfor memiliki kewenangan untuk 
mengawasi.  
Pelimpahan kasus ke laboratorium forensik Sulawesi selatan dari Polda 
Sulsel setidaknya haru memenuhi persyaratan formal, dan dua persyaratan tekhnis 
untuk pemeriksaan pemalsuan surat akta jual beli. Cara sederhana untuk 
membedakan sertifikat tanah asli dan palsu adalah dengan bentuk fisik, karena di 
beberapa kasus ditemukan cover atau sampul buku sertifikat tanah berwarna abu-
abu, padahal umum nya sertifikat tanah / rumah asli yang dikeluarkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) adalah berwarna hijau. Selain itu, salah satu ciri 
sertifikat palsu adalah cap serta tanda tangan yang tertera dalam sertifikat berbeda 
dengan yang asli. 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai peranan Laboratorium Forensik 
dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat , sebaiknya kita mengetahui 
terlebih dahulu mengenai tahap untuk mendapatkan pemeriksaan teknis 
kriminalistik sebagai langkah awal. 
1. Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik 
Tata cara permintaan pemeriksaan yang dimaksud disini adalah tata cara 
yang harus ditempuh untuk mendapatkan pemeriksaan Laboratorium Forensik. 
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Selanjutnya untuk memperoleh pemeriksaan secara Laboratoris wajib 
memenuhi antara lain: 
a. Surat Permintaan Pemeriksaan 
 Adapun yang dimaksud dari pada surat permintaan ini ditujukan kepada 
Kepala Laboratorium Forensik dengan maksud untuk mendapatkan pemeriksaan 
secara laboratoris dari pihak Laboratorium Forensik dengan menjelaskan maksud 
dan tujuan pemeriksaan secara tertulis. Permintaan pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari : 




5. POM ,TNI  
6. Instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya. (Perkap 
Kepolisian Negara Repoblik Indonesia No.10 Tahun 2009, Pasal 9) 
b. Laporan Polisi 
Laporan polisi yang dimaksud adalah laporan yang menyangkut 
keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan 
pengambilan-pengambilan barang bukti tersebut. Dalam laporan ini 
menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti. 
c. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 
Jika barang bukti berada dalam jumlah yang cukup besar, maka untuk 
pemeriksaan laboratoris cukup mengambil beberapa bagian saja yang 
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digunakan sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan 
barang bukti.  
d. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti 
Berita acara pembungkusan ini dilakukan setelah ada barang bukti, 
dimana berita acara pembungkusan ini berisi tentang keterangan yang 
menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. 
Dalam rangka pembungkusan barang bukti, pembungkusan dilakukan dengan 
maksud pengamanan dalam proses pemeeriksaan selanjutnya. 
Barang bukti yang sudah dibungkus selanjutnya dilakukan penyegelan 
atas barang bukti tersebut, hal ini dilaakukan untuk menjaga kemurnian dan 
keamanan barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik guna 
untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. 
2. Kasus pemalsuan surat di sulawesi selatan 
Tabel I  
2016 2017 2018 Total 
7 8 9 24 
 
Dari data yang penulis dapatkan jumlah pemalsuan surat akta jual beli  
yang masuk dan ditangani oleh pihak Laboratorium Forensik dalam tiga tahun 
terakhir mengalami peningkatan pertahunnya hal ini dapat di buktikan dalam 
tabel yang penulis cantumkan diatas.  
Contoh kasus : berkas jual beli no:200/ph/KTL/III?2016 tertanggal 18 maret 2016 






1. Peran dari Laboratorium  Forensik dalam proses Penyidikan kasus 
Penggunaan Surat Palsu di Pengadilan 
2. Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang 
ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat- alat 
tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan
 keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang 
telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu jika seseorang “melanggar
 hukum”,oleh pengadilan harus dapat membuktiakan terlebih dahulu, dan 
selama pengadilan belum dapat membuktikannya dan memutuskannya
 sebagai orang yang bersalah, maka orang yang telah “melanggar hukum” 
ini belum dapat dianggap bersalah. Karena dalam hal ini dikenal dengan 
asas “praduga tidak bersalah”. 
3. Menentukan status seseorang dalam perkara pemalsuan surat karena 
pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak 
pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum si terdakwa 
akandibebaskan. Demikan juga halnya seseorang. 
4. disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu 
tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak 
berbeda seolah-olah sama dengan yang asli. Maka untuk membuktikan 
62 
 
sangkaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di Laboratorium Forensik, 
apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar paslu atau 
tidak. 
5. Menjamin kepastian hukum merupakan separangkat peraturan yang 
mengatur dan bertujuan  menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh 
sebab itu hukum bersifat memaksa dan mengatur apabila dilanggar 
menimbulkan sanksi. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka 
diusahakan untuk mengadakan kepastian hukum di dalam pergaulan 
masyarakat. Kepastian hukum disini diartikan sebagai kepastian dalam 
hukum dan kepastian oleh karena hukum. 
6. Proses penelitian dan  pemeriksaan surat Palsi yang Dilakukan Laboratorium 
Forensik Ilmu forensik adalah sebuh penerapan dari berbagai ilmu 
pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertenyaan yang penting untuk 
sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak 
pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik 
umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah 
dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, 
untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, 
bangkai, dan sebagainya). bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik 
mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan 
pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung 




7. Beberapa Teori Mengenai Identitas Tulisan Tangan dan Tanda Tangan 
 Metode Pemeriksaan Tanda Tangan 
 Pokok-Pokok Penting Yang Perlu di Perhatikan Dalam Pemeriksaan 
Tanda Tangan 
B. Implikasi Penelitian 
Sebaiknya peralatan yang yang ada di laboratorium forensik polda sulsel 
perlu diperlengkap, sebagaimana diketahui penulis pada saat melukan wawancara 
alat dalam mengungkap kasus pemalsuan masih kurang memadai, kemudian para 
pegawai yang hendak melakukan pengujian surat palsu sebaiknya perlu 
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